
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara. (Lembaran Negara Republik lndonesta Tahu11 2003 

a. bahwa dalam rangka kelancaran, tertib administrasi dan 
konsistensi dengan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 
40 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Barang dan 
Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka 
Timur Tahun Anggaran 2023 sehingga Peraturan Bupati 
Kolaka Timur Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2023 perlu 
disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Timur 
Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kolaka Timur Tahun Anggaran 2023. 
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5040); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143); 

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 5401); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pela.poran Keuangan dan Kinerja rnstanet Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6057); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung 
Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6622); 

19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 63); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 



NO URAIAN SATUAN BIAVA (Rp) 
l 2 3 4 

1 Baju Adat KDH/WKDH Stel 6.000.000 
2. Baju Batik KDH/WKDH Stel 6.500.000 

3. Baju Jas KDH/WKDH Stel 30.000.000 

4. Baju Putih KDH/WKDH Stel 35.000.000 

5. Baju Safari KDH/WKDH Stel 35.000.000 

6. Baju Dinas Harian KDH/WKDH Stel 30.000.000 

7. Pakaian Dinas Harian PDH ASN Stel 600.000 

8. Pakaian Adat Daerah ASN Stel 500.000 

Tabet 45 
SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS 

1. Ketentuan pada BAB XVII tentang Biaya Pengadaan Pakaian Dinas (Stel), 
Pasal 208 di Tabel 45 tentang Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka 
Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 
2022 Nomor 40), diubah sebagai berikut : 

Pasal 1 

Menetapkan : Peraturan Bupati Kolaka Timur Tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 53 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2023. 

MEMUTUSKAN: 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ( Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972 ); 

24. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kolaka Timur 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur 
[Lembaran Daerah Tahurt 2018 Nomor 3); 
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BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 1 

ANDI.MUH. IQBAL TONGASA 

Diundangkan di Tirawuta 
Pada tanggal, ~o - ~ - 2023 S,~;;:RAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR, 
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Nam a Jabatan 

Paraf Koordlnasl 

Ditetapkan di: Tira w u ta 
Pada tanggal : ~ _, ~ ,... 2023 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Kolaka Timur. 

Pasal 2 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 


